L PENDAHULUAN

v Disadari sepenuhnya bahwa pemyam\n
- pemmntah Indonesia pada tanggai T April

: '1999 yang. }alu tentam. pen‘usahan Puolzi

“ i Polri dari suatn ondisi yang.

. ‘menjadi ';cnuhz::d K;putusan'polmk

- - tersebut debih merupakan momentum formal

“sebagai awal dimulainya suaty pembanzun-

"“an dan’perubahan tatanan fungsi kepolisian,
1'_yang memenuhi Icnierm kepolzsmn yang
__diharapkan masya—rakaz :

Sé_] alan dengan lunauaan pe.mbahan tata
_ nilai global di se-mua negara di dunda, king
sudah’ sa.a:nya negara Indonesia memiliki
kepalisian yang modern, ‘yang sesuai dengan
: :mlakm!ar universal yakm civilized, pro-
fesional, clemokraus ‘danadil, serta men-
jusjung ‘tinggi supresiasi hukum dan
penciptazn keamanan dan ketertiban ma-
syarakat ‘dimana dia mieniposisikan diri-
nya sebagax pelmdunz dan pelayanan
masyazakm

Dalam kerangka upaya mewu_;udkan
‘Polri yang demikias, salah ‘sats sisi pen-
‘dekatan pambangunannya adalah mencipta-

“kan institusi ‘dan mekanisme pengawasas
terhadap Polri, baik internal maupun eks-
ternal, dalam suatu sistem ‘yang menjamin
efektivitas dan efisiensi kinerja Polri. Se-
bagai tahap persiapan perancangan sistem
dimaksud, pendekatan studt perbandingan
da,pa.t membenkan kentribusi yang positif,

1. ESENSI PERBANDINGAN KOMISI
PENGAWAS KEPOLISIAN DI BER-
BAGAI NEGARA

1. Jepang

Komisi Pengawas Kepolisian fepang
" diatur dalam the Police Law (Law No. 162
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" ngan Law.

the Nationai Public'§
.. yang berkedudukan']
-+ Perdana Menterd. Kof

i _que ]954) yanrz teiah ‘mepgalami

bebzrapa

Badan pengawasan ini dinamakan
afety Commission "
nasung di bawah
ini terdiri dasi
1 (satu) orang Ketua'dan'5 (lima) orang

"Anggota yang bertanggung jaweb atas

penyelenggaraan kegiatan operasio-

nal kepolisian, pengelclaza pendidikan
‘polisi, komunikasi, identifikasi kejahat-

an, statistik kejahatan, perlengkapan/

‘peralatan . kepolisian dan pengkoor-
i dmas:an adm:msﬂ:asx kepohsnn

Untuk dapat melakukan tugas-

" tugas tersebut, komisi ‘ini melakukan
“supervisi tethadap Badan Kepolisian

Nasiopal (Nanom.l Po]xce Azency)
dalami hal-hal :

4. Perencanaan dan Penelitian pel-

“bagai ‘sistem terkait dengan ke-
polisjan,
. Anggaran kepolisian,
c.  Operasional kepolisian yang terkait
dengan keselamatan umurm, seperi :
1. Bencana berskala lnas yang
dapat mengakibatkan ketidak
tentraman masyarakat umum.

2. Gangguan yang dapat merusak
ketenagngan wilayah.

d. Persiapan dan pelaksanaan rencana
penanggulangan keadaan darurat
negar. '

e, Kontrol lahe-lintas atas jalan-jalan
negara. ) )

£ Bamtuan penyidikan atas kejahatan
internasicnal.

g. Kegiatan bantvan bencana inter-
nasional.

h. Pengawalan kekaisaran.




... Sudah saatnya negara indonesia
memiliki- kepohsm vang modern,
vang sesuai. dengan Dilai-nilai .
universal ... '

k. Statistik kejahatan,
), " Peralatan kepolisian. .

i Pemeriliharaar-dan-pengelolaan - -

fasilitas pendidikan polisi dan
.. _masalah Jainpya yang beghubungan
", dengan pendidikan polisi..,
.. Pemerjliharaan .dan Penr-eloiaan
“fasilitas fndentifikasi kenhnaan dan
masalah terkait lcunnya

m.  Standar penempatan, hnarja tugas

1

dan Leg]a&m anggota polisi.
" 'Pengkoo:dmasaan administrasi
" kepolisian,
. Inspekst atas tugas- maas yang
telah dxteiapkan tersebut diatas.

Ketua komlsx ini berkeéudukaﬂ
sebagm Menteri Ne&ara dan para
anggota komisi ditunjuk oleh Perdana
Menteri dengan persetujuan House of

'_: . Diet. Penunjukan para anggota Komisi
hanya dibuat jika 3 {tiga) orang satan
lebih dari mereka berasal dari partai

politik yang sama. Mereka tidak
menjadi anggoia kepolisian atau kejak-
sanaan selama 5.iahun sebeiumaya.
Para anggota komisi bertugas selama 5
tahun dan dapa.r. ditnnjuk kembati.

I}hpma

. Komisi Pengawamn Kepolisian
Filipina dinamakan the National Com-
mision yang diatur dalam Republic Act
No..6975. Badan ini merupakan lem-
baga bersama di dalam Departemen
Dalam Negesl (The Department of the
Intesior and Local Government), terdini
dari seorang Ketua dan 4 (empat) crang
Koemisaris tetap, dimana ssorang
diantaranya ditunjuk sebagai Wakil
Ketua oleh Presiden.

Keberadaan komisi ini adalah me-
rupakan kebijaksanaan pegara guna
meningkatkan kedamaian dan keter-

I'tmatam umum.

: 'sasﬂmn dilatih dan diperle
s terutama guna menmgkatkax 'icmerja
fungsx kapohﬂmn ]

-tiban*menjamin keselamatan-uminy

dan memperkual Xemampuan peme-

5 rintah daerah dalam tangka memberi-

kan ;)elayalmn }.a.ne ‘mendasar dan

‘efektil kepads warga masyarakat, de-

ngan pumbenmLAn badan kepchs)an

" yang efisién dan kompeten. Dengan ini,
‘negara.menciptakaa koordinasi dan
~kerja sama diantara warga, penguasa

setempat, dan penegaldian hukum yang
terintegrasi serta badan badan kese-

Tnstansi L.epnhslan harus’ d;orgam-
Kapi

" "Komisi ini berada dibawah De-

- partemer Dalam Negeri, dimana Se-

keetaris Departemen Dalam Negeri
karena jsbatannya adalah sebagai Kema
Komisi, sementara Wakil Ketua ber-
tindak sebagai Pejabat Pelaksana. Badan

4ini bertugas untuk :

a. Menjalankan kentzol z\{irmmslranf
terhadap Kepolisian Nasienal, . .

b, Memberikan saran kepada Presiden

- tentang segala urusan yang terkait
dengan fuagsi dan adm:msuam
kepolisian.

c. Membantu dan muumuskan ke-
bijaksanaan serta menyebarluaskan
peratuzan-perundangan.dan pro-
sedur pelayanan kepolisian yang

.. profesional.
d.  Menguji dan mengaudit, }gemudlan
. menatapkan standar-standar kinerja,
kegiatan dan fasilitas bagl segenap
- kantog-kautor polisi. diselnsuh
wilayah nepara,

2. Mampe;mxpi\an buku pedonnn
tentang peraturan-peraturan ke-
polisian dan undang-undang ten-
tang organisasi, administrasi, ope-
rasional kepolisian. termasuk re-
kruitment, selekst, promom dan
pengakhiran tugas..

f. Menetapkan sisem-sistem pelapor—
an kejahatan secara seragam.

g, Melakukan survey dan mengum-
pulkan/menyusun data statistik
guna mengevaluasi efisiensi dan
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":-Ltekumas éau 'tehuuh satuan-
o ratlian kepolisian, 0
h. Memberikan laporan tdhundn ke-
. - pada Presiden dan’ K.onﬂles fentang
R sauakd l\eexaiannya
RN Mé;’agesk_ihk yempuraa-
 kan'réencana progranvploﬂram di-
“bidang pendidikan, kebutuhan lo-
‘gistik, komunikasi,” pendataan, sis-
- tem informusi, labordtorium kri-
“minal, pcnceg.&imn kejahdtan dan
pelaporannya.
_enyelenggamkan pem(hlan ban-
_pemdllan banding ke-
wilayahan ‘atas kasus-kasus admi-
.. nistratif: terhadap para angﬁom
“polisi.
k. Marehomenéaslkau kepdda Pre-
siden melalni SeLretans tentang
o program, penceg'xhan ke Jd%mtan

.:._EPeIsyar an unr.uk mi:‘.Il_]Eldi anggota
- Komisi : ..
-+ Berumug. set;dalmyd 35 tahun
coAnggota pengacam aw.u henjazah
oostrata-2f i
; Berpengaiaman dalam peucgikan
L -hukum seudaknya,S tahua.
“-di :Anggota Komisaris tetap ditunjuk
v oleh P:es:den atas, rekomendan
s cSekretaris, :
e _-Txdak mera.nekap profeﬂ‘i Ezun

e Stat Komm terdiri dm

i ‘a. " Bagian Perancanaan dan I’enc!mcm
b Bagian Hukum.

¢. ‘Bagian Punceaahan Kejxhatan dan
=10 Roordinasi” :
T, BadanAdm]mstrasl R
““&, " “Bagian Inspeksi dan Pemantauan.

7 L0 Bagian Peralatan dan Losistik.
" "Kepala Kepolisian Nasiona! Filipna
ditunjuk oléh Presiden dengan
pengesahan dari Komisi,

3.~ Hong Kong - : B
Badan pengawasan tcrhadap ke-
- polisiandi Hongkong adaldh Indapen-
“dent:Pelice: Complaints Council {IPCC)
cicngan tugas utamanya-adalah. me-
- monitor dan melakukan penilaian atas
penyidikan oleh the Complaints Against
_Police Office (CAPO) terhadap kom-
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: 'plamlpengadu‘m m‘nycuakdl mengena
. kcpolnlcm Hom_!\ong (Hone Kom.

: 'lh cl:-uah komisi inde-

= panden yana pdrd ang manyd disinjuk

oleh pimpinan eksekuuf, Terdiri dari

.- secrang Ketua, 3.0rang Wakil Ketua dan
“:sekurangnya 8 oraig anggota lainnya.

dengan Ombudsian alau yang me-

“rwakili) sebagai” anggota ex-officio,
~Badan inl melaks 1akan ‘rekemendasi

yang barasal dari. penilaian prosedur

" CAPO, terutama penilaian prosedur

yang serius, dan
18l penehlz‘m yang

icermat; turhqclap laporan-aporan pe-
B menks‘lan Japoran pengaduan/kom-
:.:pldm Badan M juga shenyelenggarakan
Lprogram. publmtm termasuk prayek
“survey.dan riset puna meningkatkan

pengatahuan ‘masyarakat tentang peran
IPCC, serta kegiatan- Rematan menilai

B cpim pubhk

bebﬁgmmma r.hkemhuz sejak Hong-

.}.cong diserahkan Ingeris kepada People s
; Republik of Cina (RRC) pada tahun 1997,

pemerintah Hongkong dipimpin oleh

" Chief Executive of the Hong Kong Special

Administrative Region. [a membawahi 3

_“orang Sekretacis, yakii Chief Seeretary
* for Administration, Financial Saeretary

fm Justice. D;b‘\wah masing-masing

Sea.ratary ada sejumlaly Policy Bureaus. i
.. Salali satu Policy Bureaux dibawah Chief
. Secretary for Administration adalah

-Security Bureaux, yang selanjutnya

membawahi Hong Kong Police Force.
Sementara Independent Police Cam-

“plaints Council berkedudukan Lumsung

dibawah Chief Exceutive,

Australia _
_Komplain terhadap kepolisian diatur

' dalain Part 84 of the Police Service Act
(1990, dimana ada tida badan yang
. menanganinya, yakn: :

2. NSW Police Sarvice.
b, The Office the Ombudsnian,




~:Independent. Commlsszon ‘Against
- Comuption (ICAC), 2o Lo
~-Komplain yaag dnenma Police
Service harus dikirimkan ke Om-
. budsman, kecuall beberapa jenis
"“sepenti berhutang. ketidak hadiran
-dalam tngas, kehilangan ‘seniata
- dalam’sitaasi‘tertenty, dik. Selan-
“jutnys,:Ombudsman ‘menentukan
-apakah:komplain diteruskan atau
- didamaikan.; Namun:demikian,
..+ .Ombpdsman ;harts “melakukan
..;._penyehdzkan pendahuiuan, YaRg
. mungkin dapat disidik sepenuhaya.
- NSW Police Service adalah badan
engawasan internsl, seéangkan
ymbudsman dan ICAC adalah badas
-'_pengawasan eksternal NSW Om-
budsman diatuT ‘datami the Om-
"+ budsman Act 1974 ‘sebagai lembaga
‘independea bagi.penyidikan kom-
=-: pain masyarakat teshadap kekuasa-
. an. publik, Ombudsman berperan
..-untak menjamin agas. penyidikan
.- polisi dzn komplain ditangani secara
efisien, tuntas dan responsif. Kom-
plain pada umumaya berupa pemak-
saan yang berlebihn, penangkapan
' dan'penghanan yang tidak beralasan,
““tiridakan kekerasan, kegzgalan ber-
“tindak ‘dan’ peiangﬂaran terhadap
prosedur-kepolisian.: Ombudsman
- bertanggung jawab langsung kepada
Parlemen. ;0
ICAC diatur berdasarkan Inde-
pendent Comumission Against Cor-
ruaption Act 1988 dengan peran
_.wama adalah mengurangi.dan se-
““kaligus mengungkapkan korupsi
“didalam ‘tobeh NSW publik sector.
" Ombudsman, Commissioner of Po-
lice dan pegawai khusus dari public
- Authorities harus melaporkan per-
- buatan korapsi kepada ICAC, ICAC
-bertanggang jawab kepada Parlernen,

Inggris

Lembaga pengawasan terhadap kepolisi-
an di Inggris hampxr sama dengan di
Austealia. Hanya saja, negara ini tidak
memiliki Kepolisian Naswnal yang ada
adalah Kepolisian Dagcrah yang terdiri dari
43 buah di England dan ‘Wales, § di
Scotland dan 1 di Northern Island. Inde-
pendensi badan pengawasannya diwujud-

-kar dalam Tripartite Asrangement vang
diatur dalam:Section 2 Pohce Ac[ 1997
; (ama.udcmen Lemkinr) :

Trzpm‘tste A;rangemc_:nt 1_er_d1ri dari :
... 8. Police Authority,. yang berada di-
... bawah Local Goverment.
_b. . Her Majesty Inspectoraze, yang
_-berada dibawah, Mlmstry of Heme
S A, .
¢.. Police C‘ouustabulary {Polda)

Ketiga badan i_ni,'_'a'_ntaré; satu dengan
 lainnya masing-masing independen.
. Police Authority beranggotakan 17 orang

_Yan'g terdic dari:, - N WA
“a. " Local Magisteates.
b Lawyers. ;
" Politicel Party Leaders
_d Enirepreneurs i

Police Authority bertugas secara ber-
‘sama-sama dengan Police Constabulary
menyusun Perencanaan dan Peng-
“anggaran bagi bidang pembinaan man-
pun operasional kepolisian."49% budget
diperoleh Police Constabulary dasi Local
Government meialoi Police Authority,
sedangkan 519 lainnya diperoleh dari
Ministry of Home Affairs melalui per-
timbangan- Her Majesty Inspectorate,
Selanjutnya, seluruh rencana yang telah
disahkan: dan mendapatkan alokasi
budget, diimplementasikan oleh Police
Constabulary, dan sejak itn, Police
Anthority bertindak melakukan moni-
toring dan supervisi atas segenap kineria
Police:Constabulary, dimana Lay Visi-
tors Schemer melakukan kunjungan
langsung dilapangan, baik kekantor-
kantor polisi maupun kemasyarakat.
Laporan yang dibuat oleh Police Autho-
. rity melalai Local Goverment kepada
Ministry of Home Affairs dievaluasi oleh
Her Majesty Inspectorate. Penilaian

« Dmbudstnan berperan untuk
menjainin agar penvidikan polisi
dan komplain dingani secara
efisien, fuptas dan responsif ...
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----':yéno «dilakukan-Secarn-bertingkat i« s wim

" mengahasilkan seatu gambaran kinegja

kepolisian;secara menyeluruh; Cbeserta; s s
.. keputusan kebijaksanaan baru, Kepada 7 -
- Police :Constabulary diseleksi: oleh ¢ vy

Police Authonty melaim apphcauon

6. Indonesza ot

a. Prakiek: p\.;zgawasan tcrhadap badan

kepolisian @i Indonesia saat ini,
- secara eksternal-terdici dan
B Badan—badan furmal
.- - “BPE. A
- 'BPKP
-~ gjen Hankam,
“CRjenABRL
- DPR RI/Komisi 1.,
o i Opstik p'hs/l{npkamnb
S Peragitan ' (Pra Peradilan)
2} Badan—baéa.n Non formal ©
LULY U Media miassa) T
- POBOX 777 atau PDBOX
(R
o~ LB, H/I.SM
-, . .Masyarakat pada pmumaya.
Wa[aupun nempaknya banyak ba-
- -dan-badan yang "betwenang” meng-
+ awasi-Polri, namua ‘hasil peng-
awasannya tidak/kurang bararti dan
kadang-kadang timbul friksi dan
“rekayasa tindak Janjut kemanusizan
., ..dan sebagainya vang akhirnya
*malah seperti tidak ada pengawasan.

- b.: - Desmikian pula yang bersifat internal
kurang berfunsi karena Irjen Polri
masih berada dibawah perintah
Kapold, Sehingga masyarakat tidak
melihat adanya perobahan perizku

.petugas dilapangan, walaupua ada -
..;_:keg:atan pengawasan bask ekstemal- B

_maupun secara ;ntemal

11' KESIMPULAN DAN SARAN _
: “Kesimpulan:?

" terlihat bahwa ‘ekisistensi fungsi
»:-pengawasan terhadap kepolisian,
. baik internal ‘maupun eksternal
** ‘pdalah merupakan suaze keharusan.
b. Fungsi pengawasan tersebut di-
wujudkan dalam herbagal institusi
dan mekanisme yang jelas dan
bessifat mengikat, karena diatar
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d “Komposisi badan lersebut tidak ada

. Kewenangan dan tangwung Jawab
: Indonesm memiliki badan kepolisian

_badan pengawasannya.

““Dari ‘paparan perbancfmgan sg-
" ‘bagaimare ‘telah divraikan diatas,

‘¢ Hal-hal fersebut a dan b perlu

-dalam-perundang-undangan neaara,
dengan penyesuaian- pehyesuaian
... yang-dipandang pexlu sesual dcngan
tusntutan perubaban. :
Urumnya, badan pengawas kepo-
lisian tersebut bersifat independen
guna ‘men-jamin .objektivitas dalam
“penilaian, peromusan kebijaksanaan
~dan tindakan yang dilakukan,

- unsur-kepolisian (khusesnya yang

..:.eksternal) dan militer, melaiakan
-terdiri dari unsur-unsur lembaga
negara, lembaga-lembaga masya-
rakat dan profes; terteaty, secara
representatif, e

lem- baoa pengawas sedemikian
besar, melipuli keseluruhan bidang
pembinaan dan administrasi.

yang agak fain, yzmu disatukan dengan
militer, yang saat ini sudah mulai akan
dipisatikan, guna perls penyaderhanaan

Saran:

a.  Seandainya nanti berdiri sendiri,
tentunya badan-badan pengawas
Pold tidak boleh terlain banyak dan
untuk efisiensi tidak perlu mem-
bentuk badan bany, oleh kerenanya
memanfaatkan badan-badan yang
sudah ada seperti- DPR (Komisi 1)
yang dibantu oleh Pres (media massa)
disampzing ada Public Complain
Bureaux, dibawah Irier, yang in-
dependen, tidak ber[anvgung jawab
kepada Kapolri. :

b. Komposisi dari Public Complain

Boreaux, terdiri dari :

1) Paraanggota DFR,

2) Lembaga Swadaya Masyarakat
(LMS).

3) Akademisi dan masyarakat
kampus,

4) Profesi-profesi yang bergerak
dibidang penegakan hukum/
pengamat hukum dan sosial
politik.

diakomodir dalam amandemen UU
No. 28/1957. B






